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Abstract — The Cultural Heritage Preservation Office (BPK)
Region X serves both public services and institutional operations
through its public and working spaces. Preliminary observations
identified several spatial issues, including the separation of the
reception area from the main building, a less interactive exhibition
space, limited meeting facilities, and suboptimal supporting
facilities and archival storage systems. This community service
programme aimed to develop spatial planning recommendations to
enhance public services and improve institutional operational
effectiveness. The programme employed site surveys and
measurements, user needs assessment, spatial planning concept
development, design development, participatory consultation, and
design finalisation through a collaborative mentoring process
involving BPK Region X. The results demonstrate that the
application of integration, efficiency, and spatial flexibility
principles can improve the quality of both public and working
areas. The proposed recommendations include the redesign of the
front desk, communal waiting area, exhibition space, workspace,
multifunctional meeting room, pantry, and archival storage system.
In addition to producing spatial planning recommendations that
address institutional operational needs, the programme
strengthened collaboration between the wuniversity and its
community partner through a participatory mentoring approach.

Keywords —community service, participatory mentoring, spatial
planning, public service, Cultural Heritage Preservation Office

Abstrak — Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X
memiliki fungsi pelayanan publik dan operasional institusi yang
didukung oleh area publik dan area kerja. Hasil observasi
menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain keterpisahan area
penerimaan tamu, ruang pamer Yyang kurang interaktif,
keterbatasan ruang rapat, serta belum optimalnya fasilitas
pendukung dan sistem penyimpanan arsip. Pengabdian ini
bertujuan menghasilkan rekomendasi penataan ruang untuk
mendukung pelayanan publik dan efektivitas operasional institusi.
Metode yang digunakan meliputi survei dan pengukuran,
identifikasi  kebutuhan  pengguna, penyusunan  konsep,
pengembangan desain, konsultasi partisipatif, dan finalisasi desain
melalui pendampingan bersama mitra. Hasil kegiatan menunjukkan
bahwa penerapan prinsip integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang
mampu meningkatkan kualitas area publik dan area kerja.
Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penataan front desk,
ruang tunggu komunal, ruang pamer, ruang kerja, ruang rapat
multifungsi, pantry, serta modernisasi ruang arsip. Selain
menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan
operasional institusi, kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi
antara perguruan tinggi dan mitra melalui proses pendampingan
partisipatif.

Kata Kunci—pengabdian kepada masyarakat, pendampingan
partisipatif, penataan ruang, pelayanan publik, Balai Pelestarian
Kebudayaan

L PENDAHULUAN

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X
merupakan institusi yang memiliki peran dalam pelestarian,
dokumentasi, pengelolaan informasi, serta diseminasi
pengetahuan kebudayaan kepada masyarakat. Selain
menjalankan fungsi administratif dan operasional, BPK juga
melayani berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat,
seperti  kunjungan edukasi, diskusi, pameran, dan
penyebaran informasi terkait warisan budaya. Oleh karena
itu, kualitas ruang dan lingkungan fisik bangunan menjadi
faktor penting yang dapat mendukung efektivitas pelayanan
publik maupun operasional institusi [1].

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan
pihak BPK Wilayah X, ditemukan beberapa permasalahan
pada area publik dan area kerja. Pada area publik, fungsi
penerimaan tamu masih berada pada bangunan yang
berbeda dengan bangunan utama schingga pengunjung
sering mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi
tujuan. Ruang pamer yang digunakan untuk menampilkan
koleksi artefak hasil temuan arkeologi masih didominasi
oleh sistem display konvensional dengan alur kunjungan
yang kurang jelas dan pengalaman ruang yang belum
optimal. Selain itu, ruang tunggu dan ruang diskusi yang
tersedia belum mampu mengakomodasi kebutuhan aktivitas
edukatif maupun penerimaan kelompok pengunjung dalam
jumlah yang lebih besar.

Permasalahan juga ditemukan pada area kerja. Ruang
kerja masih terbagi dalam beberapa ruang tertutup
berdasarkan bidang atau divisi sehingga komunikasi dan
koordinasi antarpegawai kurang optimal. Ketersediaan
ruang rapat yang terbatas menyebabkan beberapa kegiatan
harus memanfaatkan fasilitas pada bangunan lain. Fasilitas
pendukung seperti pantry dan ruang arsip juga memerlukan
peningkatan kualitas untuk mendukung kenyamanan
pengguna dan efisiensi operasional institusi.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan permasalahan
dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana menyusun
rekomendasi penataan ruang publik dan kerja yang mampu
meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung
efektivitas operasional institusi, serta mengakomodasi
kebutuhan pengguna di lingkungan BPK Wilayah X.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan menghasilkan
rekomendasi penataan ruang publik dan kerja melalui proses
pendampingan partisipatif yang melibatkan pengguna
sebagai bagian dari proses identifikasi kebutuhan, evaluasi
desain, dan penyempurnaan solusi. Rekomendasi yang
dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam
pengembangan fasilitas BPK Wilayah X sehingga lebih
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adaptif terhadap kebutuhan
operasional institusi.

pelayanan publik dan

Pelaku kegiatan pengabdian terdiri atas tim dosen dan
mahasiswa Program Studi Sarjana Arsitektur yang berperan
dalam survey, pengukuran, analisis kebutuhan, penyusunan
konsep, pengembangan desain, serta penyusunan luaran
kegiatan. Adapun target pengabdian adalah BPK Wilayah X
sebagai mitra kegiatan, khususnya pengelola, staf, dan
pengguna ruang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan
publik maupun operasional sehari-hari.

Berbagai kegiatan pengabdian di bidang penataan ruang
umumnya berfokus pada penyusunan desain atau perbaikan
fisik ruang tertentu [1-3]. Kebaruan kegiatan ini terletak
pada pendekatan pendampingan partisipatif yang dilakukan
secara menyeluruh pada area publik dan area kerja dalam
satu bangunan institusi kebudayaan. Selain menghasilkan
rekomendasi desain, kegiatan ini juga menempatkan
pengguna sebagai bagian aktif dalam proses pengambilan
keputusan schingga solusi yang dihasilkan tidak hanya
mempertimbangkan aspek fisik dan estetika, tetapi juga
kebutuhan operasional, pola aktivitas, dan pengembangan
institusi pada masa mendatang.

II. METODE PENGABDIAN

Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini
dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan partisipatif
[2 - 7] yang melibatkan pihak Balai Pelestarian Kebudayaan
(BPK) Wilayah X sebagai mitra utama. Pendekatan tersebut
dipilih untuk memastikan bahwa rekomendasi penataan
ruang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna
dan kondisi operasional institusi. Pelaksanaan kegiatan
melibatkan dosen dan mahasiswa Program Studi Arsitektur
yang bekerja secara kolaboratif bersama mitra melalui
serangkaian tahapan mulai dari survey lapangan, identifikasi
kebutuhan pengguna, penyusunan konsep penataan ruang,
pengembangan  desain, konsultasi, hingga finalisasi
rekomendasi (Gambar 1). Lebih lanjut, metode pelaksanaan
kegiatan dijelaskan pada subbab berikut.
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Gambar 1. Tahapan Pendampingan Partisipatif

A. Desain Pengabdian

Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini
menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif
(participatory mentoring approach) dalam penyusunan
rekomendasi penataan ruang publik dan kerja pada Balai
Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X. Pendekatan ini
dipilih untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan
tidak hanya mempertimbangkan aspek desain dan teknis,
tetapi juga kebutuhan operasional, pola aktivitas pengguna,
dan kondisi nyata yang dihadapi oleh institusi. Melalui

pendekatan partisipatif, pihak mitra dilibatkan secara aktif
dalam proses identifikasi permasalahan, evaluasi alternatif
desain, serta penyempurnaan rekomendasi yang dihasilkan.

B. Lokasi dan Sasaran Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Balai
Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X. Kantor Balai
Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (sebelumnya BPCB)
berlokasi di Jalan Yogyakarta-Solo Km. 15, Bogem,
Kalasan, Kabupaten Sleman. Kantor wilayah ini memiliki
area kerja yang melayani pelestarian cagar budaya dan nilai
tradisi untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Jawa Tengah. Objek pengabdian berupa bangunan dua lantai
yang digunakan untuk mendukung fungsi pelayanan publik
dan operasional institusi.

Sasaran kegiatan meliputi pengelola, staf, dan pengguna
ruang di lingkungan BPK Wilayah X yang terlibat dalam
aktivitas pelayanan publik, administrasi, dokumentasi,
pengelolaan arsip, serta kegiatan edukasi kebudayaan.
Selain itu, pengunjung yang memanfaatkan fasilitas publik
juga menjadi bagian dari pengguna yang dipertimbangkan
dalam proses penyusunan rekomendasi penataan ruang.

C. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa data
kondisi eksisting bangunan, hasil pengukuran ruang,
dokumentasi visual, serta hasil diskusi dan konsultasi
dengan pihak mitra.

Alat yang digunakan meliputi meteran untuk pengukuran
ruang, kamera digital untuk dokumentasi kondisi eksisting,
komputer atau laptop untuk pengolahan data dan
pengembangan desain, serta perangkat lunak pendukung
gambar dan visualisasi tiga dimensi. Selain itu, lembar
observasi dan catatan hasil diskusi digunakan sebagai
instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan
mengevaluasi alternatif desain yang dikembangkan.

D. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Tahap awal dilakukan melalui survey lapangan untuk
memperoleh data kondisi eksisting bangunan. Kegiatan
meliputi observasi ruang, pengukuran dimensi bangunan,
dokumentasi visual, serta identifikasi pola penggunaan
ruang oleh pengguna. Data yang diperoleh digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan gambar eksisting dan
analisis awal kondisi bangunan.

Selanjutnya, tahap identifikasi kebutuhan dilakukan
melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak BPK Wilayah
X. Kegiatan ini bertujuan menggali kebutuhan ruang,
kendala yang dihadapi pengguna, pola aktivitas harian, serta
harapan terhadap pengembangan fasilitas pada masa
mendatang. Hasil identifikasi kebutuhan digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan konsep penataan ruang.

Berdasarkan hasil survey dan identifikasi kebutuhan
pengguna, dilakukan penyusunan konsep penataan ruang
yang mengacu pada prinsip integrasi, efisiensi, dan
fleksibilitas ruang. Konsep ini menjadi dasar dalam
pengembangan alternatif desain pada area publik maupun
area kerja.

Setelah itu, tahapan berikutnya meliputi penyusunan
gambar dua dimensi dan visualisasi tiga dimensi sebagai
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media komunikasi desain. Hasil desain kemudian
dipresentasikan kepada pihak mitra untuk memperoleh
masukan dan evaluasi. Proses konsultasi dilakukan secara
bertahap sehingga setiap masukan dapat diakomodasi dalam
penyempurnaan desain.

Sedangkan tahap akhir meliputi penyempurnaan desain
berdasarkan hasil konsultasi, penyusunan dokumen desain,
serta penyusunan luaran kegiatan berupa laporan
pengabdian dan artikel ilmiah. Pada tahap ini juga dilakukan
penyampaian rekomendasi kepada mitra sebagai bahan
pertimbangan dalam pengembangan fasilitas pada masa
mendatang.

E. Parameter Pengabdian dan Analisis Data

Parameter yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi
aspek orientasi pengunjung, kenyamanan ruang, fleksibilitas
penggunaan ruang, efektivitas komunikasi antar pengguna,

efisiensi pemanfaatan ruang, serta kualitas fasilitas
pendukung.  Parameter tersebut digunakan  untuk
mengevaluasi kondisi eksisting dan mengembangkan

rekomendasi penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan
pengguna.

Data yang diperoleh dari hasil observasi, pengukuran,
dokumentasi, dan konsultasi dianalisis menggunakan
metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan
membandingkan kondisi eksisting, kebutuhan pengguna,
dan potensi pengembangan ruang sehingga diperoleh
rekomendasi penataan ruang yang mendukung pelayanan
publik dan operasional institusi secara lebih efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
menghasilkan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja
pada Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X yang
disusun melalui pendekatan pendampingan partisipatif.
Proses pendampingan diawali dengan identifikasi kondisi
eksisting bangunan dan kebutuhan pengguna sebagai dasar
dalam penyusunan konsep penataan ruang. Konsep tersebut
kemudian dikembangkan menjadi rekomendasi desain yang
mencakup penataan area publik dan area kerja, serta
disempurnakan melalui konsultasi dan evaluasi bersama
pihak mitra. Selain menghasilkan rekomendasi desain,
kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa dalam setiap
tahapan pelaksanaan sebagai bagian dari implementasi
pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).
Hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian disajikan pada
subbab berikut.

3.1 Kondisi Eksisting Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah X

Evaluasi kondisi eksisting merupakan tahapan awal yang
penting dalam proses penyusunan rekomendasi penataan
ruang karena memberikan gambaran mengenai kesesuaian
antara fungsi ruang dan kebutuhan pengguna [8].

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X
menempati bangunan dua lantai yang digunakan untuk
mendukung fungsi pelayanan publik dan operasional
institusi. Lantai dasar dimanfaatkan untuk aktivitas yang

berhubungan dengan pengunjung, sedangkan lantai atas
digunakan sebagai area kerja dan pengelolaan administrasi.
Hasil survey dan observasi lapangan menunjukkan bahwa
beberapa ruang pada kedua lantai tersebut masih
menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas
pelayanan maupun efektivitas aktivitas kerja.

3.1.1. Area Publik

Area publik BPK Wilayah X terdiri atas area penerimaan
tamu (front desk), ruang tunggu, ruang diskusi, ruang pamer
artefak, dan fasilitas pendukung bagi pengunjung. Hasil
observasi menunjukkan bahwa beberapa ruang tersebut
belum mampu mendukung fungsi pelayanan publik secara
optimal.

Permasalahan utama ditemukan pada posisi front desk
yang masih berada di bangunan terpisah sehingga orientasi
pengunjung menuju bangunan utama menjadi kurang
efektif. Ruang tunggu juga masih bersifat pasif dan belum
mampu mengakomodasi aktivitas edukasi maupun
penerimaan rombongan pengunjung. Selain itu, ruang
diskusi masih menggunakan tata ruang konvensional yang
kurang fleksibel untuk mendukung berbagai bentuk
kegiatan.

Pada ruang pamer, sistem display masih didominasi
lemari dan rak konvensional dengan alur kunjungan yang
belum terstruktur, sechingga pengalaman ruang dan
penyampaian informasi budaya belum optimal. Di sisi lain,
salah satu toilet di lantai dasar telah berubah fungsi menjadi
ruang penyimpanan (Gambar 2), yang mengurangi kualitas
fasilitas pendukung bagi pengunjung.

Secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa area
publik memerlukan peningkatan dari aspek orientasi
pengunjung, kualitas pengalaman ruang, serta fleksibilitas
penggunaan ruang agar mampu mendukung fungsi
pelayanan dan edukasi secara lebih efektif.

Gambar 2. Toilet yang Sudah Berfungsi Menjadi Gudang

3.1.2. Area Kerja

Area kerja pada lantai dua digunakan untuk mendukung
aktivitas administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan
pengelolaan arsip. Berdasarkan hasil observasi, pembagian
ruang kerja berdasarkan bidang masih menggunakan sekat
masif sehingga komunikasi dan koordinasi antarpegawai
kurang optimal.
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Selain itu, belum tersedia ruang rapat yang memadai
sehingga berbagai kegiatan koordinasi masih memanfaatkan
bangunan lain. Pantry yang ada juga memiliki ukuran
terbatas dan berada pada jalur menuju kamar mandi
sehingga kurang nyaman digunakan sebagai ruang interaksi
informal (Gambar 3). Pada ruang arsip, sistem penyimpanan
masih menggunakan rak konvensional yang dinilai belum
efisien dalam mengakomodasi pertambahan koleksi arsip
(Gambar 4).

Hasil diskusi bersama mitra juga menunjukkan adanya
kebutuhan terhadap ruang yang lebih fleksibel untuk
mendukung berbagai aktivitas operasional, termasuk
aktivitas yang bersifat insidental. Temuan-temuan tersebut
menjadi dasar dalam penyusunan konsep penataan area
kerja pada tahap berikutnya.

Mandi

Gambar 4. Ruang Arsip Eksisting

3.1.3. Permasalahan Utama Penataan Ruang

Berdasarkan hasil survey, observasi, dan diskusi dengan
pihak BPK Wilayah X, permasalahan utama yang
ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama,
yaitu integrasi ruang, efisiensi ruang, dan fleksibilitas ruang.

Permasalahan integrasi ruang terlihat pada keterpisahan
fungsi pelayanan publik, hubungan antar ruang yang belum
optimal, serta kurang jelasnya alur pergerakan pengguna
pada area publik. Permasalahan efisiensi ruang terlihat pada
pemanfaatan beberapa ruang yang belum optimal, termasuk
penggunaan ruang penyimpanan dan fasilitas pendukung
lainnya. Sementara itu, kebutuhan terhadap fleksibilitas
ruang muncul sebagai konsekuensi dari berkembangnya
aktivitas institusi yang memerlukan ruang yang mampu

mengakomodasi berbagai fungsi secara adaptif. Temuan-
temuan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan konsep
penataan ruang yang dikembangkan pada tahap berikutnya.

3.2 Konsep Penataan Ruang

Konsep penataan ruang pada BPK Wilayah X disusun
berdasarkan hasil observasi lapangan, identifikasi kebutuhan
pengguna, serta proses diskusi dan konsultasi yang
dilakukan bersama pihak mitra. Hasil pendampingan
menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak
hanya berkaitan dengan kondisi fisik ruang, tetapi juga
hubungan antar fungsi ruang, pola aktivitas pengguna, serta
kebutuhan pengembangan institusi di masa mendatang. Oleh
karena itu, konsep penataan ruang dirumuskan dengan
mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu integrasi, efisiensi,
dan fleksibilitas ruang.

Prinsip integrasi diterapkan untuk memperkuat
keterhubungan antar fungsi ruang sehingga aktivitas yang
saling berkaitan dapat berlangsung secara lebih efektif serta
mendukung koordinasi antar pengguna dalam institusi
publik [9]. Pada area publik, integrasi dilakukan melalui
penyusunan alur kunjungan yang lebih jelas antara area
penerimaan, ruang komunal, ruang diskusi, dan ruang
pamer. Sementara itu, pada area kerja, integrasi diwujudkan
melalui penguatan hubungan antar ruang kerja dan fasilitas
pendukung untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi
antar pengguna.

Prinsip efisiensi ruang diterapkan melalui optimalisasi
pemanfaatan ruang yang telah tersedia tanpa memerlukan
penambahan luas bangunan secara signifikan. Pendekatan
ini dilakukan dengan mengembangkan ruang yang mampu
mendukung lebih dari satu aktivitas serta meninjau kembali
fungsi ruang yang belum dimanfaatkan secara optimal,
sejalan dengan pendekatan adaptasi bangunan yang
menekankan reorganisasi fungsi ruang dan intensifikasi
pemanfaatan aset eksisting sebelum melakukan ekspansi
fisik [10, 11] . Dengan strategi tersebut, kebutuhan ruang
baru dapat diakomodasi melalui pengaturan ulang ruang
eksisting yang lebih efektif.

Selain integrasi dan efisiensi, hasil konsultasi dengan
mitra menunjukkan perlunya fleksibilitas ruang untuk
mengakomodasi berbagai kebutuhan yang dapat berubah
sesuai kondisi operasional. Oleh karena itu, beberapa ruang
dirancang dengan pendekatan multifungsi dan didukung
oleh penggunaan furnitur yang mudah dipindahkan maupun
disusun ulang. Pendekatan ini memungkinkan ruang
digunakan untuk berbagai aktivitas tanpa memerlukan
perubahan fisik yang besar.

Konsep fleksibilitas ruang menjadi salah satu aspek
penting dalam pengembangan desain karena memungkinkan
ruang beradaptasi terhadap kebutuhan pengguna yang
beragam dan mendukung berbagai jenis kegiatan dalam
institusi  kebudayaan [12, 13]. Salah satu contoh
penerapannya adalah pengembangan ruang rapat yang dapat
berfungsi sebagai ruang multifungsi dengan dukungan
furnitur portabel. Pendekatan tersebut memungkinkan ruang
digunakan untuk kegiatan rapat, diskusi, presentasi, maupun
aktivitas lain yang muncul dalam operasional sehari-hari.

Ketiga prinsip tersebut menjadi dasar dalam penyusunan
desain pada area publik dan area kerja. Melalui pendekatan

437



Jurnal Atma Inovasia (JAI)
Vol. 6, No. 5, 2026

p-ISSN: 2775-9385
e-ISSN: 2775-9113

Pendampingan Penataan Ruang Berbasis Kebutuhan Pengguna pada Kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X

integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang, penataan yang
diusulkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan publik, mendukung efektivitas operasional
institusi, serta memberikan ruang yang lebih adaptif
terhadap kebutuhan pengguna.

3.3 Penataan Area Publik

Area publik merupakan bagian bangunan yang
berhubungan langsung dengan pengunjung dan menjadi titik
awal interaksi antara masyarakat dengan BPK Wilayah X.
Oleh karena itu, kualitas penataan area publik memiliki
peran penting dalam membentuk pengalaman pengunjung,
mendukung  penyampaian informasi budaya, serta
memperkuat fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh
institusi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa ruang
pada area publik masih menghadapi berbagai keterbatasan,
baik dari aspek orientasi pengguna, kenyamanan ruang,
maupun fleksibilitas pemanfaatan ruang. Berdasarkan hasil
identifikasi kebutuhan dan konsultasi dengan mitra,
penataan area publik difokuskan pada pengembangan front
desk, ruang tunggu dan area komunal, ruang diskusi, serta
ruang pamer artefak. Keempat ruang tersebut dirancang
sebagai satu kesatuan yang saling terhubung untuk
menciptakan pengalaman kunjungan yang lebih terstruktur
dan nyaman (Gambar 5).

RUANG TUNGGU

TOILET

GALERI MINI

GUDANG

GALERI PRASASTI

FRONT OFFICE

Gambear 5. Penataan Area Publik (Lantai 1)

3.3.1. Resepsionis/Front Desk

Penataan front desk diarahkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui penyediaan area
penerimaan tamu yang lebih mudah dikenali dan diakses
oleh pengunjung. Berdasarkan hasil diskusi bersama pihak
BPK Wilayah X, keberadaan front desk yang terintegrasi
dengan bangunan utama merupakan salah satu kebutuhan
utama untuk memperjelas orientasi pengunjung sejak
pertama kali memasuki kawasan.

Sebagai tindak lanjut, front desk ditempatkan pada area
depan bangunan utama sehingga berfungsi sebagai titik
informasi dan penerimaan tamu yang menghubungkan
berbagai fungsi ruang pada area publik (Gambar 6).
Penataan ini juga menciptakan hubungan ruang yang lebih
baik dengan ruang tunggu, ruang diskusi, dan ruang pamer
sehingga alur pelayanan menjadi lebih jelas dan mudah
dipahami oleh pengunjung.

Keberadaan front desk pada posisi yang lebih strategis
diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan,

mempermudah orientasi pengunjung, serta mendukung
pengalaman kunjungan yang lebih nyaman dan efisien.

Gambar 6. Desain Front Desk dan Arah Pengambilan Sudut
Gambar dari Denah

3.3.2. Ruang Tunggu dan Area Komunal

Penataan ruang tunggu diarahkan untuk
mengembangkan fungsinya tidak hanya sebagai area
menunggu, tetapi juga sebagai ruang komunal yang mampu
mendukung berbagai aktivitas pelayanan dan edukasi.
Berdasarkan hasil konsultasi dengan pihak BPK Wilayah X,
ruang ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan
pengunjung individu maupun rombongan, termasuk
kegiatan diskusi dan kunjungan edukatif (Gambar 7).

Gambar 7. Desain Ruang Tunggu dan Arah Pengambilan
Sudut Gambar dari Denah

Konsep penataan mengintegrasikan ruang tunggu
dengan area publik melalui penyediaan berbagai jenis
tempat duduk yang fleksibel dan pengaturan ruang yang
lebih  terbuka.  Selain  meningkatkan  kenyamanan
pengunjung, ruang komunal juga berfungsi sebagai area
interaksi informal yang mendukung penyampaian informasi
budaya serta menghubungkan front desk, ruang diskusi, dan
ruang pamer.

Pengembangan ruang tunggu menjadi area komunal
multifungsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas
pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan
ruang untuk berbagai aktivitas tanpa memerlukan
penambahan ruang baru.

3.3.3. Ruang Diskusi

Penataan ruang diskusi diarahkan untuk mendukung
berbagai aktivitas komunikasi, edukasi, dan interaksi antara
BPK Wilayah X dengan pengunjung maupun pihak
eksternal. Berdasarkan kebutuhan pengguna, ruang ini
dirancang lebih fleksibel sehingga dapat mengakomodasi
kegiatan  presentasi, diskusi  kelompok, = maupun
penyampaian informasi dalam suasana yang lebih terbuka
(Gambar 8)  dibandingkan ruang rapat konvensional
(Gambar 9).
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Gambar 8. Rancangan ruang diskusi komunal

Gambar 9. Ruang Diskusi Lama/Eksisting

Konsep penataan mengintegrasikan ruang diskusi
dengan area komunal melalui penggunaan tata ruang yang
adaptif serta perangkat presentasi yang mudah disesuaikan
dengan berbagai kebutuhan kegiatan. Pendekatan ini
memungkinkan ruang dimanfaatkan secara lebih optimal
tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai media
komunikasi dan edukasi.

Dengan konsep tersebut, ruang diskusi diharapkan
mampu meningkatkan kualitas interaksi, mendukung
kegiatan edukasi budaya, serta memberikan fleksibilitas
penggunaan sesuai perkembangan kebutuhan operasional
BPK Wilayah X.

3.3.4. Ruang Pamer Artefak

Penataan ruang pamer diarahkan untuk memperkuat
fungsi BPK Wilayah X sebagai institusi pelestarian
sekaligus media edukasi budaya. Konsep yang
dikembangkan tidak hanya berfokus pada penyajian koleksi
artefak, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengalaman
pengunjung (visitor experience) [14] serta efektivitas
penyampaian informasi budaya [15].

Rekomendasi penataan meliputi penyusunan alur
kunjungan yang lebih terarah, pengembangan sistem display
yang memperhatikan keterbacaan informasi dan hubungan
antarkoleksi, serta peningkatan kualitas visual ruang agar
tercipta suasana yang lebih nyaman dan menarik (Gambar
10). Selain itu, pemanfaatan media interpretasi dan
teknologi interaktif diusulkan untuk mendukung proses

pembelajaran  bagi berbagai kelompok pengunjung,
termasuk pelajar dan masyarakat umum.

Gambar 10. Ruang Display Artefak

Melalui penataan tersebut, ruang pamer diharapkan
mampu menghadirkan pengalaman kunjungan yang lebih
informatif, interaktif, dan berkesan, sehingga fungsi
pelestarian, interpretasi, dan diseminasi pengetahuan budaya
dapat berjalan secara lebih optimal.

3.4 Penataan Area Kerja

Selain berfungsi sebagai ruang pelayanan publik, BPK
Wilayah X juga memerlukan lingkungan kerja yang mampu
mendukung aktivitas administrasi, koordinasi, pengelolaan
informasi, dan pelestarian data kebudayaan. Oleh karena itu,
penataan area kerja tidak hanya berorientasi pada aspek fisik
ruang, tetapi juga pada peningkatan efektivitas operasional,
kenyamanan pengguna, dan kualitas interaksi antarpegawai.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan mitra,
beberapa ruang pada area kerja masih menghadapi berbagai
keterbatasan yang memengaruhi produktivitas dan
kenyamanan pengguna. Penataan area kerja difokuskan pada
pengembangan ruang Kerja, ruang rapat, pantry, dan ruang
arsip sebagai elemen utama yang mendukung operasional
institusi (Gambar 11).

PANTRY

TOILET

RUANG TAMU
ARSIP NEGATIF FILM

RUANG KEPALA DIVISI

RUANG
KEPALA DIVISI

RUANG RAPAT

RUANG SERBAGUNA

AREA KERJA
PEGAWAI BIASA

Gambar 11. Penataan Area Kerja (Lantai 2)

3.4.1. Ruang Kerja Staf/Pegawai

Ruang kerja merupakan area utama yang digunakan
untuk mendukung aktivitas administrasi dan koordinasi di
lingkungan BPK Wilayah X. Pada kondisi eksisting, ruang
kerja masih dibagi ke dalam beberapa ruang terpisah
berdasarkan bidang atau divisi yang ada. Pembagian
tersebut menggunakan dinding masif dan pintu pada setiap
ruang sehingga interaksi antarpegawai menjadi relatif
terbatas.

Selain menimbulkan kesan ruang yang lebih sempit,
konfigurasi tersebut menyebabkan proses koordinasi
antarbidang memerlukan perpindahan ruang yang lebih
sering. Kondisi ini dinilai kurang mendukung kebutuhan
komunikasi dan kolaborasi yang semakin berkembang
dalam operasional institusi.
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Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, konsep
penataan yang diusulkan mengarah pada pengembangan
ruang kerja yang lebih terbuka melalui pendekatan open
office (Gambar 12). Pendekatan ini tidak dimaksudkan
untuk menghilangkan seluruh kebutuhan privasi pengguna,
tetapi untuk meningkatkan keterhubungan visual dan
kemudahan komunikasi antarpegawai.

Pada beberapa area yang memerlukan tingkat privasi
tertentu, penggunaan partisi non permanen atau material
transparan dapat menjadi alternatif yang tetap menjaga
hubungan visual antar ruang. Dengan demikian,
keseimbangan antara kebutuhan kolaborasi dan privasi dapat
tetap terjaga.

Dari perspektif integrasi ruang, konsep ruang kerja
terbuka memungkinkan komunikasi dan koordinasi
berlangsung secara lebih efektif. Sementara itu, dari
perspektif efisiensi ruang, pengurangan penggunaan sekat
masif memungkinkan ruang dimanfaatkan secara lebih
optimal serta menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan
fleksibel.

© Gambar 12. Konsep open office pada ruang kerja staf

Melalui pendekatan tersebut, ruang kerja diharapkan
mampu mendukung produktivitas pengguna sekaligus
menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap
kebutuhan institusi pada masa mendatang.

3.4.2. Ruang Rapat

Penataan ruang rapat diarahkan untuk mendukung
kegiatan koordinasi, diskusi, presentasi, serta pertemuan
dengan mitra eksternal yang selama ini belum dapat
diakomodasi secara optimal di dalam bangunan utama.
Penyediaan ruang rapat menjadi salah satu kebutuhan
prioritas untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan
operasional institusi (Gambar 13).

Ruang rapat dirancang sebagai ruang multifungsi yang
dilengkapi dengan fasilitas presentasi dan furnitur portabel
sehingga konfigurasi ruang dapat disesuaikan dengan
berbagai kebutuhan kegiatan. Pendekatan ini
memungkinkan ruang dimanfaatkan tidak hanya untuk rapat
formal, tetapi juga untuk kegiatan edukasi, diskusi
kelompok, maupun aktivitas insidental sesuai kebutuhan
pengguna. Penempatan ruang pada lokasi yang mudah
diakses juga mendukung pelaksanaan kegiatan bersama
mitra tanpa mengganggu aktivitas kerja sehari-hari.

Melalui konsep tersebut, ruang rapat diharapkan mampu
meningkatkan  kualitas  koordinasi internal maupun

eksternal, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang
melalui penerapan konsep ruang multifungsi yang adaptif
terhadap perkembangan kebutuhan institusi.

Gambar 13. Ruang rapat eksternal

3.4.3. Pantry

Penataan pantry diarahkan untuk meningkatkan
kenyamanan pengguna sekaligus menyediakan ruang
interaksi informal bagi pegawai BPK Wilayah X. Selain
berfungsi sebagai area penyajian makanan dan minuman,
pantry dirancang sebagai ruang pendukung yang dapat
dimanfaatkan untuk  beristirahat dan membangun
komunikasi antarpengguna (Gambar 14).

Konsep penataan dilakukan melalui penyediaan area
duduk yang lebih nyaman, pengaturan furnitur yang lebih
efisien, serta penempatan pantry yang tidak mengganggu
sirkulasi menuju ruang lain. Pendekatan ini diharapkan
mampu menciptakan suasana kerja yang lebih nyaman
sekaligus mendukung interaksi informal antarpegawai dari
berbagai bidang.

Dengan penataan tersebut, pantry tidak hanya berfungsi
sebagai fasilitas pendukung, tetapi juga menjadi bagian dari
lingkungan kerja yang mendorong kenyamanan, kolaborasi,
dan kualitas pengalaman pengguna.

ﬂi«.

v BN ¢ = .

Gambar 14. Pantry .

3.4.3. Arsip

Penataan ruang arsip diarahkan untuk meningkatkan
efisiensi penyimpanan sekaligus mendukung pengelolaan
informasi kebudayaan di BPK Wilayah X. Mengingat
koleksi yang dikelola mencakup dokumen, film, dan klise
foto, sistem penyimpanan dirancang agar mampu
mengakomodasi pertambahan arsip serta mempermudah
proses temu kembali informasi.
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Konsep penataan mengusulkan penggunaan rak geser
mekanis (mobile shelving system) untuk mengoptimalkan
kapasitas penyimpanan tanpa memerlukan penambahan luas
ruang. Selain itu, pengembangan sistem katalog digital
direkomendasikan guna mempercepat proses identifikasi
dan pengelolaan koleksi arsip secara lebih sistematis.

Melalui penataan tersebut, ruang arsip diharapkan
mampu mendukung pengelolaan informasi kebudayaan
yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus
memperkuat fungsi BPK Wilayah X dalam pelestarian,
dokumentasi, dan diseminasi warisan budaya.

3.5 Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian di BPK Wilayah X juga menjadi
media pembelajaran bagi mahasiswa melalui keterlibatan
langsung pada seluruh tahapan kegiatan, mulai dari survey
lapangan, identifikasi kebutuhan pengguna, pengembangan
desain, hingga penyusunan luaran pengabdian. Keterlibatan
tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh selama perkuliahan pada kasus nyata di
lingkungan profesional.

Selama proses pendampingan, mahasiswa berpartisipasi
dalam pengukuran dan dokumentasi kondisi eksisting,
penyusunan gambar dua dimensi, pemodelan tiga dimensi,
visualisasi desain, serta presentasi dan konsultasi bersama
mitra. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan
teknis di bidang perancangan, tetapi juga mengembangkan
keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan kemampuan
merespons masukan pengguna dalam proses
penyempurnaan desain.

Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa memperoleh
pembelajaran berbasis praktik (experiential learning) yang
mengintegrasikan aspek akademik, teknis, dan profesional.
Dengan demikian, kegiatan pengabdian tidak hanya
menghasilkan rekomendasi penataan ruang bagi BPK
Wilayah X, tetapi juga memperkuat kompetensi mahasiswa
dalam menghadapi permasalahan nyata di bidang arsitektur
dan pelayanan publik.

3.6 Pendampingan dan Penyempurnaan Desain Bersama
Mitra

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfokus pada
penyusunan desain, tetapi juga menempatkan proses
pendampingan sebagai bagian penting dalam menghasilkan
solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh karena
itu, pengembangan desain dilakukan secara partisipatif
melalui diskusi, konsultasi, dan presentasi berkala kepada
pihak BPK Wilayah X. Pendekatan ini memungkinkan
terjadinya pertukaran informasi antara tim pengabdian dan
mitra sehingga berbagai keputusan desain dapat disusun
berdasarkan kondisi nyata dan kebutuhan operasional
institusi.

Setelah proses survey dan identifikasi kebutuhan selesai
dilakukan, tim pengabdian menyusun konsep awal penataan
ruang yang kemudian dipresentasikan kepada pihak BPK
Wilayah X. Presentasi pertama bertujuan memperoleh
masukan awal terkait kebutuhan ruang, pola aktivitas
pengguna, serta berbagai kendala yang selama ini dihadapi
dalam operasional bangunan. Pada tahap ini, pihak mitra
memberikan  tanggapan  positif terhadap  gagasan

pengintegrasian area pelayanan publik melalui penempatan
front desk pada bangunan utama. Menurut mitra,
keberadaan front desk pada lokasi yang mudah terlihat akan
membantu pengunjung memperoleh orientasi yang lebih
jelas sejak pertama kali memasuki bangunan.

Selain  itu, wusulan pengembangan ruang rapat
memperoleh perhatian khusus dari pihak pengguna. Pada
kondisi eksisting, kegiatan rapat maupun presentasi sering
memanfaatkan fasilitas pada bangunan lain sehingga dinilai
kurang efisien. Oleh karena itu, penyediaan ruang rapat
internal dan eksternal dianggap sebagai kebutuhan yang
penting untuk mendukung kegiatan koordinasi maupun
pertemuan dengan pihak luar. Usulan pengembangan pantry
yang lebih representatif juga memperoleh respons positif
karena dinilai dapat meningkatkan kenyamanan pengguna
sekaligus mendukung interaksi informal antarpegawai.

Pada tahap konsultasi berikutnya, diskusi berkembang
pada kebutuhan ruang yang bersifat fleksibel. Salah satu isu
yang muncul adalah kebutuhan ruang untuk mendukung
aktivitas tertentu yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh
ruang-ruang yang tersedia. Dalam diskusi tersebut, beberapa
staf menyampaikan bahwa aktivitas ibadah sering dilakukan
di ruang arsip karena lokasi musholla berada di luar
bangunan utama. Meskipun pihak pengelola tidak
menghendaki penyediaan ruang musholla khusus di dalam
bangunan karena fasilitas tersebut telah tersedia pada
kawasan yang sama, kebutuhan pengguna terhadap ruang
yang lebih fleksibel tetap menjadi perhatian dalam proses
pengembangan desain.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, tim
pengabdian mengusulkan konsep ruang rapat multifungsi
yang didukung oleh penggunaan furnitur portabel dan
mudah dipindahkan. Meja dan kursi dirancang agar dapat
dilipat, disusun ulang, maupun disimpan secara ringkas
sehingga ruang dapat beradaptasi terhadap berbagai
kebutuhan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari.
Pendekatan ini dinilai mampu mengakomodasi kebutuhan
pengguna tanpa menambah ruang baru maupun mengubah
kebijakan pengelolaan fasilitas yang telah ada.

Masukan lain yang memperoleh apresiasi dari pihak
mitra adalah pengaktifan kembali toilet pada lantai dasar
yang sebelumnya berubah fungsi menjadi ruang
penyimpanan. Menurut pengguna, keberadaan toilet pada
area publik sangat penting untuk mendukung kenyamanan
pengunjung, terutama ketika terdapat kegiatan edukasi,
kunjungan kelompok, maupun kegiatan lain yang
melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pengembalian
fungsi toilet menjadi bagian dari rekomendasi penataan
yang disepakati bersama.

Proses konsultasi juga menghasilkan berbagai
penyempurnaan pada area kerja dan ruang arsip. Pengguna
menyampaikan kebutuhan akan sistem penyimpanan yang
lebih efisien mengingat jumlah arsip yang terus bertambah
dari waktu ke waktu. Masukan tersebut kemudian
ditindaklanjuti melalui usulan penggunaan sistem rak geser
mekanis dan dukungan katalog digital untuk meningkatkan
kapasitas penyimpanan sekaligus mempermudah proses
pencarian arsip.
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Secara umum, hasil konsultasi dan penyempurnaan
desain bersama mitra dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel
tersebut menunjukkan bahwa berbagai rekomendasi yang
dihasilkan merupakan respon langsung terhadap kebutuhan
dan masukan yang disampaikan oleh pengguna selama
proses pendampingan berlangsung.

Tabel 1. Hasil Konsultasi dan Penyempurnaan Desain
Bersama Mitra

No Masukan dan Tindak Lanjut dalam
Kebutuhan Mitra Desain
| Front desk terpisah dari | Front desk dipindahkan
gedung utama ke bangunan utama
) Ruang tunggu terbatas | Ruang komunal
multifungsi
3 Belum ada ruang rapat | Ruang rapat internal
dan eksternal
4 Kebutuhan ruang Furnitur portabel dan
fleksibel ruang multifungsi
5 Pantry kurang nyaman | Pantry baru dengan area
duduk
6 Toilet lantai 1 jadi Pengaktifan kembali
gudang toilet di lantai 1
7 Arsip konvensional Rak geser mekanis dan
katalog digital

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa keterlibatan
pengguna dalam proses pengembangan desain memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap kualitas solusi yang
dihasilkan. Berbagai rekomendasi yang disusun tidak hanya
didasarkan pada pertimbangan teknis dan estetika, tetapi
juga mempertimbangkan kebutuhan operasional, kebiasaan
pengguna, serta potensi pengembangan institusi pada masa
mendatang. Dengan demikian, proses pendampingan tidak
hanya menghasilkan rekomendasi desain, tetapi juga
membangun kesepahaman antara perguruan tinggi dan mitra
dalam merumuskan strategi pengembangan ruang yang
lebih sesuai dengan kebutuhan BPK Wilayah X.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Balai
Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X berhasil
menghasilkan rekomendasi penataan ruang publik dan kerja
melalui pendekatan pendampingan partisipatif yang
melibatkan mitra dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan

ini  memungkinkan proses identifikasi  kebutuhan,
pengembangan konsep, hingga penyempurnaan desain
dilakukan berdasarkan kondisi eksisting, kebutuhan

operasional, dan masukan langsung dari pengguna.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan prinsip
integrasi, efisiensi, dan fleksibilitas ruang mampu menjawab
berbagai kebutuhan penataan pada area publik maupun area
kerja. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup penataan
front desk, ruang tunggu komunal, ruang diskusi, ruang
pamer, ruang kerja, ruang rapat multifungsi, pantry, serta
modernisasi ruang arsip guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan publik dan efektivitas operasional
institusi.

Proses pendampingan partisipatif tidak  hanya
menghasilkan rekomendasi desain yang lebih sesuai dengan
kebutuhan pengguna, tetapi juga memperkuat kolaborasi
antara perguruan tinggi dan mitra. Keterlibatan mahasiswa
selama  kegiatan  turut memberikan  pengalaman
pembelajaran berbasis praktik (experiential learning) yang
menghubungkan kompetensi akademik dengan kebutuhan
nyata di lapangan. Dengan demikian, pendekatan
pendampingan partisipatif dapat menjadi model yang efektif
dalam penyusunan rekomendasi penataan ruang pada
institusi pelayanan publik.
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